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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B dilakukan dalam dua 

bentuk yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) seperti 

pembinaan dan penyuluhan hukum, pengamatan oleh tim intelijen dan 

patroli sedangkan bersifat represif (penindakan) seperti melakukan 

penangkapan, penyitaan atau penegahan serta operasi pasar. setiap kasus 

tindak pidana cukai yang masuk di KPPBC Tipe Madya Pabean B tidak di 

proses ke pengadilan karena para pelaku yang ditangkap masih dalam 

golongan kecil, fokus kinerja lebih kepada kepentingan pendapatan Negara 

(Fiskal) dan sanksi pidana bersifat Ultimum Remedium sehingga sanksi 

tindakan seperti penegahan dengan status barang dimusnahkan diterapkan 

terlebih dahulu. Penegakan hukum tindak pidana cukai belum berjalan 

sesuai sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum ini masih bersifat 

pengendalian untuk mengurangi peredaran. 

2. Kebijakan Free Trade Zone Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang 

berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai karena secara 

teknis akan sulit mengawasi peredaran BKC khusus kawasan bebas 

sehingga berdampak terhadap sulitnya dilakukan penegakan hukum. Secara 

rinci faktor-faktor tersebut antara lain yaitu menempatkan sebagian wilayah 
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Kota Tanjungpinang sebagai Kawasan Bebas Bintan (Enclave), 

perbandingan kuota BKC dengan jumlah penduduk kawasan bebas dan 

relevansinya dengan kebutuhan wajar dan belum adanya pelabuhan khusus 

tempat pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas 

serta Pos Penjagaan khusus untuk mengawasi batas-batas zona kawasan 

bebas dengan daerah lain dalam pabean di Kota Tanjungpinang 

B. Saran  

Untuk mengatasi pengaruh dari kebijakan kawasan perdagangan dan 

pelabuhan bebas terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di Kota 

Tanjungpinang, maka dari penelitian ini disarankan: 

1. Kepada penegak hukum Bea dan cukai untuk dapat menempatkan ide dasar 

dari konsep sistem dua jalur (double track sytem) antara sanksi pidana dan 

atau sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, alangkah baiknya dapat 

diterapkan secara bersamaan, agar yang bersangkutan menjadi jera dan 

berubah demi tercapainya fungsi hukum yaitu terciptanya keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dan bangsa 

(welfare state) 

2. Disarankan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat 

mempertimbangkan sinkronisasi wilayah kawasan pelabuhan bebas dan 

perdagangan bebas (Free Trade Zone) Bintan untuk wilayah Kota 

Tanjungpinang menjadi menyeluruh. 

3. Diharapkan kepada BP Kawasan untuk dapat mengevalusasi dalam 

pemberian kuota barang kena cukai (BKC) terdahulu untuk yang akan 
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datang berdasarkan pertimbangan jumlah kebutuhan konsumsi penduduk 

kawasan bebas secara wajar dilakukan dengan memperhitungkan jumlah 

penduduk di kawasan bebas, rata-rata konsumsi barang kena cukai per hari 

baik yang berlabel kawasan bebas maupun tidak berlabel kawasan bebas, 

dan angka kecenderungan merokok (prevalensi) sebagai pertimbangan 

penetapan kuota barang kena cukai hasil tembakau. 

4. Untuk memudahkan pengawasan dan menunjang penegakan hukum di 

bidang cukai diharapkan sarana atau fasilitas pendukung seperti pelabuhan 

khusus dan Pos Penjagaan khusus untuk mengawasi batas-batas zona 

kawasan bebas dengan daerah lain dalam pabean segera dibentuk dan 

diselesaikan disertai dengan ketersediaan jumlah aparat penegak hukum 

yang memadai.  

 


